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Mengingat :

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR ?Q "tLuuN 2CI22

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun dengan

baik mulai dari pefencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga perlu disusun pedoman

y""g akan digunakari-oieh Pemerintah Desa dalam merencanakan

dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasart<an t<etentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati

Karo Nomor 14 Tahun }Ai.j tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur

dalam Peraturan Bupati setiap tahun;
c. bahwa berdasarkan- pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a <lan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2422;

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun L956 tentang Pembentukan

Daerah otonom Kabupaten-Kal:upaten d.alam Lingkurrgan Daerah

Fropinsi sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor l092l;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

iambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

telah cliubah dengan undang-undang Nomor L 1 Tahun 2a2O tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

2+5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahr-rn 2o2A tentang cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2a2A Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang.
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5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2a22 tentang Fiubungan Keuangan

antara pemeriitah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2022Nomor4,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor6T5T);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AV tentang Peraturan

Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2ot4 tentang Desa

(Lembaran Negara nepuulit< ind.onesia Tahun 2Ot4 Nomor L23,

Tambahan Lembaran Negara Republik In'd-onesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2}lg tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan

Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

{Lembaran Negara iepublik Indonesia Tahun 2AW Nomor 4t,
Tambahan t-embaran Negara Republik Indonesia Nomot 63211;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2AL4 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik irrdorresi, Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah 
"U"Uerrp" kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan i{edua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2A14 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

NegaraRepubliktnd.onesiatahun2oL6NomorST,Tambahan
LembaranNegaraRepublikindonesiaNomor5B6a);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al9

Nomor 42, Tambu"rr* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2a14 tentang

Pedoman Teknis Peraturan cli Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 20911;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan nesa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 2093);
ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018 tentang

Pengelolaan.Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

20i8 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2O2O tentang

pengawasan Pengelolaan Keulngan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor1496);
13. Peraturan Menteri Dalam Neggri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang

pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2A2t Nomor 961);
15. peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.a7 I 2o2l- tentang

pegelolaan Dana Desa (Beriia Negara Republik Indonesia Tahun 2o2l

Nomor l+241;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2OAS-202{ lt emUar"r, Du,".ah Kabupaten Karo Tahun 2O2A

Nomor 01);

17. Peraturan.
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2A27 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2A21 2O2d 1rcmbarr., Dr"ttr.h Kabupaten Karo Tahun 2A2l

Nomor L 1, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 09);

l-8. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata cara

Penyusunan P'eraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun

2Q15 Nomor 13);

19. Peraturan BuPati Karo Nomor 35

Pembangunan Desa (Berita Daerah

Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang Rincian Daftar

Kewenang"r, b.*u" Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala

Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol7 Nomor 12);

21.peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan

Keuangan nesa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2oI9 Nomor

r+j;
2}.Peraturan" Bupati Karo Nomor 38 Tairun

Pengad.aan Barang/Jasa di Desa (Berita

Tahun 2O2O Nomor 38);

Tahun 2015 tentang Pedoman
Kabupaten Karo Tahun 2015

2A2O tentang Tata Cara

Daerah KabuPaten Karo

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

t. Daerah adalah KabuPaten Karo'
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan'Fakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalarri urrdu-ns-0ndang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom'
4. Bupati adalah BuPati Karo'
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungiawab

kepad.a Bupati melalui Sekretaris Daerah'

6. Desa adaiah desa dan desa aclat atau yang disebut dengan nama iain yang

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yTg 
1":ll15t 

batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan'

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat' hak asal

usul,dan/atauhaktradisionalyangdiakuidandihormatidalamsistem
pemerintahanNegaraKesatuanRepubliklndonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat. dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa'

9. Kepala.
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g. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang' tugas

danke,wajibanuntukmenyelenggarakanrumalrtanggaDesanyadanmelaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah'

10. Badan permusyawaratan Desa yang seranjutnya disingkat BpD atau yang disebut

dengan nalna iain adatah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merurpakan Wakil ;; penduduk Desa berd'asarkan keterwakilan

*ilayah dan ditetapkan secara demokratis'

11. pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangatt Desa.
L2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa'

adalah rencana k",,u'ttgu'tt tahunan Pemerintah Desa'

13. Re-ncana Kerja pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKp Desa, adalah penjabaran

dari Rencarla pembangunan Jangka Menegah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.
14.KeuanganDesaadalahsemuahakdankewajibanDesayangdapatdinilaidengan

uang serta segala *.*,u"t*_u"rupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pela-ksanaan hak dan kewajiban Desa' 
-

15. Dana Desa adalah dana y"rg bersumber d"ari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bagi Desayang ditransier melalui Anggaran Pendapatan

danBelanjaDaerahKabupaterrar.rrdigunakanuntukmembiayaipenyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan' dan

pemberdayaan masyarakat. i_-a Ar\r-\ ^.r^larr ^anq 
nerim

16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD' adalah dana perimbangan

yang diterima Kabupaten dalam Anggara:n Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten setelah dikurangi Daryl Alokasi Khusus'

tr. Dana Bagian d"ari Hasii p'":"r. Daeralr dan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disebut Bagi Hasil Pajak pan net,ibusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan

retribusi yang d"iterima otur, pemerintah_daerah, lang diberikan oleh pemerintah

daerah k";;a femerintah clesa di wilayah Kabupaten Karo.

1g. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara,AnggaranPendapatanBelanjaDaerahProvinsidanAnggararrPendapatan
Beianja Daerah KabuPaten'

Lg. penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa'

20. pengeluaran Desa adalah ,u.rigy*ttg keluar dari rekening kas Desa'

2L. pendapatan adaiah semua p"i"ri*"an Desa d"alam L (satu) tahun anggaran yang

menjadihakDesadantidakperlu.dikembalikanolehDesa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan-kewajiban Desa dalam 1

(satu) tahun anggaran yang iia"[ akan.diterima kembali oleh Desa'

23. pembiayaan Desa adalah *"*rr. penerimaan yang perlu-dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan d.iterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya'

24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan t<iuangan Desa' Yang selanjutnya disingkat

pKpKD, adalah Kepala nJsa yang karena jabatanya mempunyai kewenangan

menyelenggarakankeseiuruhanpengelolaankeuanganDesa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keu*rrg*r, Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD' adalah

perangkat Desa yang melaksanakan p*"gIlol"an- keuangan desa berdasarkan

keputusanKepalaDesayangmenguasat<ansebagiankekuasaanPKPKD.
26. Sekretaris Desa adalah p"erangt<at Desa yang berkedudtrkan sebagai unsur

pimpinan sekretariat Desa i*r* irenjaialkan tugas sebagai koordinator PPKD'

22. Kepala Lrrusan, yang *"J""j.,LVa disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang

berkedudukan sebagai ,rrruri staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD'

28- Kepala seksi, yang *"t.rr3.rtrry" disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang

berkedudukan sebagai peiai<sana teknis yang menjalankan tugas PPKD'

29. Rekening.
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29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang

menampung seltrruh penerimr.rl b"ur- dan digunakan untuk membayar seluruh

pengeluar*r, n""u dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan'

30.Bad.anUsahaMilikDesa,selanjutnyaclisebutBUMDesa,adalahbadanusahayang
seluruh atau sebagaian besai *odutny" dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

secara langsung yang berasal clari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.
31. Dana Cadangan adalah Dana

memerlukan dana reiatif besar
anggaran.

zz. surplus Anggaran [)esa adalah selisih 1ebih antara pendapatan Desa dengan belanja

Desa.
33. Defisit Anggaran Desa

belanja Desa.
adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan

34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
lebih realisasi Penerimaan dan

yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
" r,"ig tidak dapat dipenuhi d'a1am satu tahun

yang selanjutnya disebut SILPA adalah seiisih

penleluaran anggaran selama satu periode

anggaran.
35.DokumenPelaksanaanAnggaranyangselanjutnyadisingkatDPAadalahdokumen

yang memuat rincisn *.ti"p kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rerrcana

penarikan clana untuk kegiaian yi"g akan Ailalsanakan berdasarkan kegiatan yang

ielah ditetaPkan dalam APB Desa'

36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA

adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang

disediakan dan rencana penarikan d'ana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan

berdasarkankegiatanyangtelahditetapkandalamPerubahanAPBDesadan/atau
Perubahan Penjabaran APB Desa'

37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen

yng memr*i-*r* kas mas"f. A-"" ,"rru kas keluar yang digunakan mengatur

penarikan dana dari rekening kas uniuk mendanai pengeluaran*pengeluaran

berdasarkanDPA/DPALyangtelahdisahkanolehKepalaDesa.
3g. pandemi covlD-lg adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu

Corona Virus Di.sease 2O1g (Covid 19) yang mengancam da1 mengganggu kehidupan

dan penghidupan masyarakat Desa,'sehingga riengakibatkan korban jiwa manusia

serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan din r<ejiwaan atau psikologis manusia'

39.DesaAmanCoVID_lgadaiahkondisikehidupanDesayangtetapproduktifdi
tengah pandemi COVID-iS- O"rrg** kedisiplinan warga- menerapkan protokol

kesehatan dengan menggunakan masker, 
'menjaga :"i1I fisik' menjauhi dari

kerumunan dan cuci tangan d.engan sabun dan air mengalir'

4a. Bantuan Langsung T\rnai Dana D-esa ad.alah kegiatan pemberian bantuan langsung

berupa dana tunai yang bersumber clari pana Desa kepada keluarga penerima

manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan meialui musyawarah Desa'

4L. SDGs Desa adalah upa; terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan

pencapaian tuj uan pemban gunan berkelanj utan'

Pasal 2

Maksud pengaturan Pedoman Penyusunan APB Desa dalam Peraturan Bupati ini

adalah sebagai dasar dan pedo-u-, foagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan APB

Desa Tahun Anggaran 2422' 
- - r^r^* D^*n.rron Rrrncfi i.

Tujuan pengaturan pedoman penyusunan APB Desa dalam Peraturan Bupati ini

adalah agar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan'

(1)

t2)

Pasal 3. .
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Pasal 3

(U Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
a. sinkronisasi kebdakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan

Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;

c. kebijakan Penyusunan APB Desa;

d. teknis penyusullan APB Desa;
e. hal-hal khusus lainnYa.

(21 Uraian pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2A22 sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo'

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal ? l trti 2A22

SEKRETARIS AE UPATEN KARO,

KAMPE LiN PURBA

BER AERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR .?9

Ditetapkan di Kabanjahe
tanggal ] 3tr\t }O*Y

.-,:.
UPATI KARO,
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 29 TAHUN 2A22

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN

ANGGAR AN 2A22

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2A22

I. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan

Kewenangan Desa, Rt<p Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa'

RKP Desa Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatarlyasag

akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan'

PenyusunanRKPDesamerupakanupayadalammenjagakesinambungan.
pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-

masing desa denga, memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia

secara optimal, efesien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan

kearifanlokal/lokalw,isdom.Halinimengisyaratkanba}rwapencapaian
prioritas pembangunan di desa memerlukan koord"inasi dari seluruh

pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Nasional' Prioritas

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan

kewenanga.n dan berbasis lokai Desa. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa,

pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercap atnya 7

{tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi

masing-masing desa'
sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2A22 agar diselaraskan

untuk mendukung p"rrcu.pai*r, 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai

berikut:
42. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

dan Berkeadilan; , -,--:
43. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan menjamin

Pemerataan;
44.MeningkatkansumberDayaManusiayangBerkualitasdanBerdayasaing;
45. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

46. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi

dan PelaYanan Dasar;

47. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkann ketahanan Bencana dan

PerubahYan lklim;
48. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi PelaYanan

Fublik.
Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yakni: "Percepatan

Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Pasca Pandemi covid-19'

Menuju sumatera utara Bermanfaat". Pembangunan Provinsi Sumatera utara
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pada RPJMD Provinsi sumatera utara Tahun 2OL9-2Ai3 diprioritaskan

fi:il"gkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penvediaan

lapangan kerja;
2. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan;

3. pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;

4. Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas;

5. Peningkatan Daya saing melalui sektor Agraris dan Pariwisata;

6. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata;

7. Peningkatan Pel,ayanan sosial Kemasyarakatan dan olahraga;

8. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi'

visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Prioritas akan dicapai berdasarkan norma-

rrorma kehidupan, nilai-nilai agaffLa dan budaya daerah' serta dengan

menerapkan prinsip - prinsip penyelen ggaraan p emerintahan'

Dalam rangka efektifitas p"rryrru**an RKPD Tahun 2A22 bagi daerah yang

melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2O2A ' penyusunall

RKPDTahun2a22berpedomanpad'aRPJPDTahun2aa5.2o25,
mempertimbangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2O2t-

2[26yaitu "ucwu.luDKAN r<neupntEN KARO YANG MAJU, MANDIRi DAN

BERDAYASAINGBERBASISPARIWISATADANPERTANIANMENUJU
MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA" dan misi pembangunan daerah

Kabupaten Karo Tahun 2A2t-2O26 yaitu:

1. Menciptakabn Tata Kelola pemerintahan yang Baik (Good Governmance)

melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa' Peningkatan Kualitas

sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Pemerintahan;
2. Pengembangan sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi

Informasi dan Komunikasi;

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanaian' PerikarlarL'

Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanaian Terpadu;

4. Membangun Siruktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam' Agrowisata'

EkowisatadanAdatsertaNilai-NilaiBudayaKaro;
5. Mewujudkan Generasi Mud"a yang Berkualitas dan Masyarakat oiahraga

yang BerPrestasi;
6.MewujudkanlkiimlnvestasiyangKondusifdanKemudahanPelayanan

Perizinan;
7. Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga

MampuMenciptakanLapanganUsahadanLapanganKerjaBaru;
8. Pemberdayaan Masyarakat <lan $eluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan

Desa, Terutama usaha Mikro Kecii dan Menengah (UMKM) serta Koperasi,

Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal;

g.PemerataandanKeseimbanganPembangunallsecaraBerkelanjutanuntuk
Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah dengan Tetap Memperhatikan

Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan sumber Daya Alam secara

Rasional, Efektif dan Efisien;

10. Peningkatan Kualitas LayananPendidikan baik Pendidikan Dasar dan

Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal;

l1.Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung

PelaYanan Kesehatan; dan
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12. Penggalian dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

Kepala claerah terpilih hasil pernilihan Kepala Daerah Serentak Tahun

2022, serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Tema Pembangunan Kabupaten

Karo pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2A22 adalah: ?emulihan Ekonomi

Masyarakat Dampak Pandemi Covid-1'9", dengan unsur-unsur pokok yang

terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten

Karo Tahun 2022 yaitu:
1. peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;

Z. peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Ketahanan

Bencana yang berkelanjutan ;

3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
Dalam rangka sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah

Daerah maka Pemerintah Desa wajib menetapkan RKPDesa Tahun 2022

berpedoman parla Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 202L tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022. Selanjutnya

prioritas pembangunan desa harus konsisten dengan 3 (tiga) prioritas

pembangunan dalam RKPD Kabupaten Karo untuk tahun 2a22-

Penjelasan arah dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing

prioritas adalah sebagai berikut:
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sasaran dan Target capaian untuk setiap Indikator dari sasaran dan

PrioritasPembangunanDaerahKabupatenKaroTahun2022

Program Perangkat Daerakr

Semua Perangkat
Daerah

Indikator
Sasaran

Target
Prioritas Sasaran

No
Indeks
PersePsi
Pelayanan
Publik

83,00 Program Penunlang LJr r

Pemerintah Daerah Kabupaten / KotaPeningt atan Kualitas

Sumber DaYa Manusia

dan Reformasi Birokrasi

MeningkatnYa
pelayanan Publik
dan akuntabilitas
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

dan Desa

1.

Set<reitriat Daerah
Tingkat
Akuntabilitas
Kinerjab
Instansi
Pemerintah

CC Prog::am Penur4ang \Jr u-'1r

Pemerintah Daerah

AKIP) nspektorat

Sekietariat Daerah

Opini tsPK atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah

lDaerah

WTP
Pengawasan

Program Pengelolaan
Daerah

Barang Milik

MeningkatnYa daYa

saing birokrasi
KabuPaten Karo

Persentase
Perangkat
Desa Yang
dilatih

2O,OA o/a Program Admmrsrrasr -r

Desa

-I

Skor LPPD 2,88 Program Pemerlnrarlau

Kesejahteraan RakYat
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Fembinaan PerPustakaan Dinas PerPustakaan
dan KearsiPan

BKPSDM

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Indeks
Aktivitas
Literasi
Membaca
Masyarakat
(Alibaca)

2t,36

Indeks
Profesionalism
e ASN

55 Poin Program KePegawaran L''aeran

Angka Melek
Huruf

99,53"/o Program Pengeloraan rencrrQrH'alr
MeningkatnYa
Kualitas Pendidikan

Rata-Rata
l,ama Sekolah

9,Bgya Program Pengelotaan rerrolotKarr

ninis Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Standar
Pendidikan
Nasional

Level 3 Program Pengelolaan reflolclKall

Penguasaan
TIK oleh
Pendidik

2A,OO"/o Program Pengelotaan renoroll(arr

Indeks
Aktivitas
Literasi
Membaca
Masyarakat
(Alibaca)

21,36 Program Pengetotaan renorer!(a'rr

Program Pemenuhan UPaYa

Kesehatan Perorangan dan UPaYa

Kesehatan MasYarakat

Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat

Angka
Harapan
Hidup

71,65
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Meningkatnya
kualitas masyarakat
kepemudaan
olahraga serta
menekan penyakit
masyarakat (Judi
dan Narkoba)

lndeks
Pembangunan
Gender

96,350/0 Program Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

DP3AP2KB

Persentase
Penegakan
PERDA

73,194/0 Program Peningkatan Ketentraman
dan I(etertiban Umum

Satuan
PolisiPamong Praja

Pengetahuan
Masyarakat,
remaja dan
Anak Sekolah
atas Bahaya
Narkoba

100,0070 Program Pengembangan Kapasitas
daya saing Kepemudaan

Dinas Kepemudaan
dan Olahraga, serta
Pariwisata

Jumlah
Prestasi
Olahraga

14 Program Pengembangan Kapasitas
daya saing Kepemudaan

Dinas Kepernudaan
dan Olahraga, serta
Pariwisata

Persentase
Kemiskinan

8,90 Program Pengembangan Kapasitas
daya saing Kepemudaan

Dinas Kepemudaan
dan Olahraga, serta
Pariwisata

Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Pendapatan
Asli Daerah

Rp
to4.715.23
1.926,-

Program Pengelolaa Pendapatan
Daerah

Badan Pendapatan
Daerah

2. Peningkatan
Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur
dan Ketahanan
Bencana Berkelanjutan

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur dasar
dan infrastruktur
ekonomi

Persentase
Kondisi
Saluran Irigasi
dalam Kondisi
Baik

50,11o/" Program Pengelolaa Sumber Daya Air
(sDA)

DPUPR
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Persentase
rumah tinggal
bersanitasi
layak

74,ABo Program Pengelolaa Dan
Pengembangan Sistem Air Limbah

DPUPR

Persentase
drainase
d"alam kondisi
baik
pembuangan
aliran air tidak
tersumbat

6l%a Program Pengelolaa Dan
Pengembangan Sistem Drainase

DPUPR

Gedung
Pemerintahan
yang layak dan
baik

62o/o Program Penataan Bangunan
Gedung

DPUPR

Proporsi
panjang
jaringan jalan
dalam kondisi
baik

63o/o Program Penyelenggaraan Jalan DPUPR

Persentase
penduduk
berakses air
minum layak

68,7020/" Program Pengeiolaa Dan
Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum

DPUPR

Meningkatnya
kualitas
infrastruktur
perumahan dan
permukiman

Persentase
luas kawasan
kumuh 10-15
Ha yang
ditangani

25,09o/o Program Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kumuh

DPUPR

Persentase
satuan

s5% Program Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kumuh

DPRKPP
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perumahan
yang sudah
dilengkapi
PSU

Program Peningkatan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Meningkatnya Rasio
Konektivitas dan
kinerja Lalu Lintas
Kabupaten

Rasio
Konektivitas
Kabupaten

93,94 Program Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Perhubungan

Kinerja Lalu
Lintas
Kabupaten

0,35 Program Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Perhubungan

Indeks SPBE 212 Program Aplikasi Informatika Dinas Kominfo

Indeks Resiko
Bencana Kab.
Karo

110 Program Penanggulangan Bencana BPBD

Meningkatnya
pengelolaan,
perlindungan dan
pelestarian
Lingkungan Hidup
yang Berkelanjutan

Hasil
pengukuran
indeks
kualitas air

90 nilai Program pengendalian pencernaran
dan/atau kerusakan lingkungan
hidup

Dinas Lingkungan
Hidup

Hasil
pengukuran
indeks
kualitas udara

90

Hasii
pengukuran
tutupan lahan

50

Luas RTH
publik di
wilayah

25 o/a Program Pengelolaan
keanekaragaman hayati (kehati)

Dinas Lingkungan
Hidup
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kota/kawasan
perkotaan

Program Penataan Bangunan dan
Lingkungannya

Dinas PUPR

Persentase
jumlah
sampah yang
tertangani (di
wilayah
pelayanan)

75 o/o Program pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan
Hidup

3. Peningkatan Ekonomi
Masyarakat

Meningkatnya
aktivitas
perekonomian
berbasis sektor
unggulan daerah
yang berciaya saing
dan berkelanjutan

Persentase
Peningkatan
PDRB

3 o/o Program penyediaan dan
pengembangan Sarana Pertanian

Dinas Pertanian

Program penyediaan dan
pengembangan Prasarana Pertanian

Dinas Pertanian

Program Pengendalian Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Dinas Pertanian

Program Pengendalian dan
Penanggulanagan Bencana Pertanian

Dinas Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian

Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Perikanan

Program Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi

Dinas
Ketenagakedaan
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Koperasi Usaha Kecil

Dinas
Ketenagakerjaan
Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

@n dan Pelatihan

Perkoperasian

Dinas
Ketenagakerjaan
Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

ffierdayaan dan

Perlindungan KoPerast

Dinas
Ketenagakerjaan
Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

ffierdayaan usaha

Menengah Usaha Kecil dan Usaha

Mikro (UMKM)

Dinas
Ketenagakerjaan
Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

PrQram Pengembangan UMKM

Dinas Perindustrian
Perdagangan sertav
Energi dan Sumber
Daya Mineral

Program Perencanaan dan

Prembangunan Industri

Dinas
Ketenagakerjaan
Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

Program Peningkatan Sarana

Distribusi Perdagarlagan
5399,92
Milyar

Nilai EksPor

Dinas
Ketenagakerjaan
Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

Prog*m Pengembangan EksPor
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Dinas KebudaYaan
Kepemudaan dan
Olahraga serta
Pariwisata

Program Pengembangan Sumber

Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jumlah Pelaku
Ekonomi
Kreatif

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Perikanan

Program Pengawasan KeamananSkor Pola

Pangan
Harapan (7o)

MeningkatnYa
Kualitas Konsumsi
Mutu dan Keamanan
Pangan Dinas KebudaYaan

Kepemudaan dan
Olahraga serta
Pariwisata

@baya Tarik

Destinasi Pariwisata
Jumlah
Kunjungan
Wisatawan

MeningkatnYa
Jumlah dan Lama

Kunjungan
Wisatawan Dinas KebudaYaan

Kepemudaan dan
Olahraga serta
Pariwisata

Pr"gram Pemasaran Parirn'isata1, L HariLama
Kunjungan

Dinas KebudaYaan
Kepemudaan dan
Olahraga serta
Pariwisata

@danPengelolaan
Cagar BudaYa

10 Cagar
Budaya

.Iumlah Benda
dan Situs dan
Kawasan
Cagar BudaYa
yang
Dilestarikan

MeningkatnYa
Pengelolaan BudaYa
Daerah

Dinas KebudaYaan
Kepemudaan dan
Olahraga serta
Pariwisata

P*gta- P""g.mbangan Kesenian

Tradisional
Penyelenggara
an Festival
Seni dan
Budaya Dinas

Ketenagakerjaan
Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

@ Kerja dan

Produktivitas Tenaga Kerja
50
Wirausaha

JumIah
Wirausaha
Baru

MeningkatnYa
Kompetensi Pencari
Kerja dan PenciPtaan
Wirausaha
BaruMeningkatnYa
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Pengelolaan Budaya
Daerah

Besaran
Pencari Keda
yang terdaftar
yang
ditempatkan

57 o/o Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas
Ketenagakerjaan
Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah

Meningkatnya
Investasi

Nilai Investasi 6,24 T Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Program Pelayanan Penanaman
Modal

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Jumlah
Perizinan dan
Non Perizinan
yang
diterbitkan

l.2OO izin Program Pengelolaan Data dan
Sistern informasi Penanaman Modal

Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
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il. Prinsip Penyusunan APB Desa
penyusunan APB Desa Tahun 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa

berdasarkan urusan dan kewenangannya;

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang*undangan;
g. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih

tinggi dan peraturan Desa lainnya;
T. Semua penerimaan (dalam bentuk uang yang masuk pada rekening kas

Desa) dianggarkan dalam APB Desa;

8" Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
g. Jumlah pendapatan rnerupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. penganggaran pengeluaran pembiayaan harus didukung dengan adanya

kepastian ketersed-iaan penerimaan daiam jumlah cukup dan harus

didukung dengan dasar hukum yang melandasinya'

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa
Kebijakan yang periu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam

penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan,

belanja dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan

prestasi keq'a. Prestasi kerja yang dimaksud adalerl::

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kegiatan yang direncanakan ;

Z. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang

akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas dan efektifitas
pelaksanaan dari setiaP kegiatan;

3. Stand"ar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di Desa berdasarkan Keputusan Bupati Karo

Nomor: B2lI449/BPFJl2}2L tentang Standar Satuan HargaBarang dan

JasaPemerintah KabupatenKaro Semester satu Tahun 2A22.

+. Memanfaatkan sumber d.aya clan tenaga kerja lokal di desa setempat.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan:

1. Pendapatan Desa:
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran

2A22 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi
semua penerimaan Desa dalam 1 (satui) tahun anggaran yang menjadi hak
Desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Rencana pendapatan Desa memuat kelompok, jenis dan obyek pendapatan
yang dipungut/dikelola/diterirna oleh Desa. Kelompok pendapatan Desa

tercantum pada APB Desa, sedangkan jenis dan obyek pendapatan Desa

selanjutnya dituangkan daiam penjabaran APB Desa.

Pendapatan Desa terdiri atas Kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer

dan Pendapatan lain.
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a. Pendapatan asii Desa (pA Desa):
Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas
usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangari Desa, baik dalam
bentuk hasil usaha Desa, hasii aset, swadaya partisipasi dan gotong
royong, dan pendapatan asli Desa lain.
1) Hasil usaha:

I{asil usaha adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola
secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2OlG tentang
Pendirian, Pengurusan, pengeiolaan dan pembubaran Badan
usaha Milik Desa (BUM Desa). salah satu hasil usaha yang
menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha
I)esa, antara lain hasil BUM Desa.

2) Hasil aset:
Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang miiik Desa yang berasal
dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban ApB
Desa atau perolehan hak lainnyayang sah, seperti; tanah kas Desa,
pasar Desa, pasar hewan, bangunan Desa, pelelangan hasil
pertanian, hutan milik Desa, rnata air milik Desa, pemandian
umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berped,oman
pada Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2o1T tentang
Pengelolaan Aset Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong:
swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat adalah
penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royorlg
harus dihitung secara cermat dan riii dalam bentuk uang yang
masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu
kegiatan yang akan diiaksanakan oleh pemerintah Desa.

4) Pendapatan Asli Desa lain:
Pendapatan Asli Desa lain adalah Penerimaan Desa yang diperoleh
antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan
Desa yang ditetapka.n dan diatur dalam peraturan Desa.
Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa diiuar yang
ditetapkan dan diatur dalam peraturan Desa dan penyusunan
rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat
evaluasi dari Bupati.

b. Pendapatan dari Transfer:
1) Dana Desa:

Dana Desa adalah danayang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer
melaiui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahart,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

2| Dana Bagi Hasil PE'ak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten:
Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakwt
salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil
pajak claerah dan retribusi daerah Kabupaten.
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3) Alokasi Dana Desa (ADD):

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari
dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima Kabupaten
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya
dialokasikan ke Desa.

4l Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi:
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi adalah bantuan keriangan
dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Desa yang
merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam
meiaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan
bersifat umum tetapi tidak masuk dalam hitungan belanja
penggunaan paling sedikit 7ao/o (tujuh puluh per seratus) untuk
belanja pembangunan dan paling banyak 3oo/o (tiga puluh per

seratus) untuk belaqia operasional. Bantuan keuangan
dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang

sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Utara
atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah
Provinsi Sumatera Utara.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten:
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten adalah bantuan
keuangan dari pemerintah Kabupaten Karo kepada Desa yang

merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan

bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada

dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Karo atau berdasarkan informasi yang

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karo.

c. Pendapatan lain:
Pendapatan lain adalah pendapatan Desa yang terdiri atas:

U Penerimaan dari hasil kerja sarna Desa;

2l Penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;

3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4| Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang

mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran
berjalan;
Bunga bank;
Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan
Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hai Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana
Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan
Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran
2A22 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa
tentang APB Desa Tahun Anggaran 2A22 ditetapkan dan telah dievaluasi
oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa

s)
6)
7l
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tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2A22 dengan

pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam
perubahan ApB Desa Tahun Anggaran 2A22 atau dicantumkan dalam

Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan

perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022'

2. Belanja Desa
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali dan dipergurnakan untuk mendanai penyelenggaraan kervenanga"n

Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran,

yang berorientasi pada pencapaian hasii dari input dan output yang

direncanakan"
Kebijakan Belanj a Desa:

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan

ketentuan:
1) Paling sedikit Toyo (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggarall

belanja Desa untuk mendanai:
a) Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional

pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;

b) Pelaksanaan pembangLrnan Desa;

c) Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

d) PemberdaYaan masyarakat Desa'

2t Paling balyak sao/o (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran

belanja Desa untuk mendanai:
a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa,

perangkat Desa lainnYa; dan

bi Tlrnjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan Desa dengan program

prioritas Kabupaterr, P"*"rintah Desa menganggarkan pada bidang, sub bidang

dan kegiatan dalam penyusunan APB Desa tahun 2022 sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

sub bidang dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

yang d.apat d.ianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:

a) sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Pengasilan Tetap dan Tunjangan

Operasional Pemerintah Desa:

Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Beianja Pengasilan Tetap darr

Tunjangan op*ru"ional Pemerintah Desa, yang dapat dianggarkan adalah:

(1)PenyediaanpengasilantetapdantunjanganKepalaDesa;
t2\ Penyediaan pengasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;

(3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

(4) Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD,

perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon/air,
dan lain-lain);

{5) Penyediaan tunjangan BPD; dan
(6) Penyediaan oPerasional BPD.

Penganggaran penyediaan pengasilan tetap dan tunjangal Kepala Desa,

perangkat Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Perund"ang-

undangan Yang berlaku.

sekretaris Desa, dan
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b) sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil' Statistik dan

lffiiffiTada sub Bidang Ad"ministrasi Kependudukan, pencatatan sipil,

Statistikd.anKearsipanyangdapatdianggarkanpadaAPBDesaTahun
2022 adalah:
(1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat

penga:rtar/pelayananKTP,AkteKelahiran,KartuKeluarga,danlain-

,r, 
t#X}"sunan/pendataan/pemutakliy 

Data Terkait penetapan dan

penegasan Batas Desa dan profil Desa (pro{iI kependudukan dan

Potensi Desa);

(3)PengelolaanadministrasidankearsipanpemerintahanDesa;dan
(4) Pemetaan d"an analisis kemiskinan Desa secara partisipatif untuk

percepatanpenanggulangankemiskinan.(Desaharusmenganggarkan
dana pemuiakhiran dati terpad'u kesejahteraan sosial' rincian dana

tergantungkebutuhanDesa;Desaygmerasad.anasosialselamaini
tidak tePat sasaran)'

c}SubBidangTataPrajaPemerintahan,Perencanaan,Keuangandan
PelaPoran:
Kegiatan pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan

KeuangandanPelaporany"',gdapatd"ianggarkanpadaAPBDesaTahun
2A22 adalah:
(1)PenyelenggaraanMusyawarahPerencanaanDesaPembahasanAPB

Desa(Musdes,Musrenbangdes/PraMusrenbangdes,danlain-Iain,
bersifat regular);

t2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dan

lain-lain);
(3)PenyusunanLaporanKepalaDesa/PenyelenggaraanPemerintahan

Desa(laporanakhirtahunanggaran,laporanakhirmasajabatan,
laporanketeranganakhirtahunanggaran,informasikepada

. masYarakat);
(4) Pengembangan $istem Informasi Desa; dan

(5}PenyelenggaraarrLombaantarakervilayahandanpengirimankontingen
dalam mengikuti Lomba Desa (khusus Desa yang akan mengikuti

Perlomba* d"' Evaluasi Perkembangan Desa)'

d) Sub Bidang Pertana-han:

Kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan

Desa Tahun 2022 adalah Administrasi
yang daPat dianggarkan Pada APB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)'

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

Subbid.angdankegiatanpadaBidangPembangurranDesayangdapat
dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:

a) Sub Bidang Pendidikan:
Kegiatan pada sub Bidang Pendidikan yang dapat dianggarkan pada APB

Desa tahun 2A22 adalah Penyeienggaraatl

PAUD/TKITP^ITKA/TPQ/Mad"rasahNonFormalMilikDesa
(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, operasional' dan seterusnya)'

b) Sub Bidang Kesehatan: 4lL
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Kegiatan pada sub Bidang l(esehatan yang dapat dianggarkan pada

APBDesa Tahun 2022 untuk mendukung petattsanaall kegiatan intervensi

pencegah as sfin*ing terintegritas adalah: 
-

1) pen5relenggaraan pos KeJehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-

obatan, tambahan insentif Bidang DesafPerawat Desa, penyediaan

pelayananKBdanalatkonsentrasepsibagikeluargamiskin);
2|PenyelenggaraanPosyandu(Makanantamuat,an,KelasIbuHamil,

Kelas t-"ri*iu., Insentif Kader Posyandu); dan

3) Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan

c) Sub Bidang Kawasan Permukiman:

Kegiatanp*a*SubBidangKawasanPermukimanyangdapatdianggarkan
pada APB Desa Tahun 2A22 adalah:

1)DukunganpelaksanaanprogramPembanguna-n/RehabRumahTidak
LayakHuni(RTLH)GAKIN(pemetaan,valid"asi,danlain-lain);dan

2l Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman'

(penampungan, bank sampah' dan lain-lain)'

d) Sub Bidang Perhubungan' Komunikasi dan Informatika:

KegiatanpadaSubBidangPerhubungan,Komunikasidanlnformatika
yang d'apat dianggarkan- pada APB Desa Tahun 2022 adalah

Penyelenggaraanlnformasipuutit<Desa(Misal:PembuatanPoster/Baliho
InformasipenetapanILPJAPBDesauntukWarga,danlain-lain).

3] Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasy arukatan Desa yang

dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:

a) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:

KegiatanpadaSubBidansKelembagaanMasyarakatyangwajib
dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:

1) Pembinaan Lembaga Adat;

2l Pembinaan LKMDILPM/LPMD; dan

3) Pembinaan PKK'

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

dapat d.ianggarkan pada APB Desa tahun 2022 adalah:

a) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:

Kegiatanpad.aSubBidangPeningkatanKapasitasAparaturDesayang
wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2022 adalah:

U Peningkatan kapasitas Kepala Desa

2!) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa

3) Peningkatan KaPasitas BPD'

b) Sub Bidang Penanaman Modal:

Kegiatan pada sub Bidang Penanaman Modal yang wajib dianggarkan pada

APB Desa Tahun 2022 *a*ut Pembentukan BUM Desa (persiapan dan

pembentukanawalBUMDesa}bagiDesayangbelummemilikiBUMDesa.
5}BidangPenanggulanganBencana,KeadaanDaruratdanMendesakDesa.

sub Bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana' Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa yang aapat dianggarkan pada APB Desa Tahun

2r)22sesuai dengan hasil analisis kebencanaan' keadaan d'arurat dan keadaan

mendesak Desa adalah:
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a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang dapat
dianggarkan pada APBDesa Tahun 2022 adalah Penanggulangan Bencana. .

b) Sub Bidang l{eadaan Darurat:
Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Darurat yang dapat dianggarkan pada
APB Desa Tahun 2022 adalah Keadaan Darurat.

c) Sub Bidang I(eadaan Mendesak:
Selain untuk menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatan yang
diwajibkan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Desa dapat
menganggarkan kegiatan pada bidang, sub bidang dan kegiatan lain sesuai
dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa.

c. Rencana Belanja:
Renca.na Belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan, sedangkan klasifikasi
ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek
belanja sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai:

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran pengasilan tetap,
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dimaksud
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2l Beianja barang dan Jasa:
Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
antara lain untu:
a) Operasional Pemerintah l)esa;
b) Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa;
c) Kegiatan Sosialisasilrapat/pelatihan/bimbingan teknis;
d) Operasional BPD;
e) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
f) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan
tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunatf,
ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

3) Belanja Modal:
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barangyang nilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
Pengadaan barang dimaksud cligunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
kewenangan Desa

4| Belanja Tak Terduga:
Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal
Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaandarurat,dankeadaanmendesakpa1ingsedikitmemenuhikriteria
sebagai berikut:
a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan

tidak dapat diprediksikan sebelurnnya;
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b) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan

"i 
Berada diluar kendali pemerintah Desa'

Kegiatanpadasubbidangpenanggulanganbencanamerupakal].upaya
tanggap Jarurat akibat i"rjaainva bencana alam dan bencana sosial'

Kegiatanpadasubbidangkead'aandaruratmerupakanupaya
penanggulangankead"aandaruratkarenaadanyakerusakandan/atau
terancamnyapenyelesaianpembangunaflsaranadanprasaranaakibat
kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan' dasar

masyarakat.Kegiatanpadasubbidangkeadaanmendesakmerupakan
upayapemenukrankebutuhanprimerdanpelayanandasarmasyarakat
miskin yang mengalami kedaruratan''

.d)KlasifikasiekonomimenurutjenisbelanjadituangkanpadaPeraturan
Desa tentang ApB Desa bersama klasifikasi bidang, sub bidang atau

kegiatan,sectangkanklasifikasiekonomijenis,objekdanrincianobjek
belanjadituangkand.alamPeraturanKepalaDesatentangPenjabaran
APB Desa.

3' 
,ffii[[:l Desa meliputi semua penerimaan yans perru dibavar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembaii, baik pada tahun.tahun

anggaran berikutnYa'
Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan' terdiri atas:

1)Sisalebihperhitungananggaran(SILPA}tahunsebelumnya:
SILPApalingsedikitmetlputipelampauanpenerimaanpendapatan
terhad,apbelanja,penghematanbelanja,dansisadanakegiatanyang
belum selesai atatr lanjutan'

2\ pencairan dana ,u.ir.rrg*r, digunakan untuk menganggarkan

kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam

penerimaan pembiayaall daiam APB Desa'

3)HasilpenjualankekayaanDesayangdipisahkandicatatdalam
penerimaanpembiayaanhasilpenjualankekayaanDesayang
diPisahkan'

b. Pengeluaran Pembiayaan' terdiri atas:

1) Pembentukan Dana Cadangan:

Pembentukan d.ana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan

yangpenyediaandananyu'tla*dapatsekaligusdibebankandalam]-
(satu) tahun anggaran'
pembentukan dana cad.angan ditetapkan dengan Peraturan Desa,

Paling sedikit memuat:
a) Plnetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b)Programdankegiatanyangakandibiayaidaridanacadangan;
c) Besaran dan iincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan;
d) Sumber d'ana cadangan; dan

e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan'

Pembentukandanacadangandapatbersumberdaripenyisihan
atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang

penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan

peraturan perund-ang-undangan' Penganggaran dana cadangan

ta"f. melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa'
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2l Penyertaan Modal:
Peyertaan Modal antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa
untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada
masyarakat. Penyertaan modal merupakan keka5raan Desa yang
dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam
APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan
bangunan tidak dapat dijual.
Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kekayaan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyertaan modal
ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:
a) Azas dan tujuan penyertaan modal;
b) Besaran anggaran penyertaan modal;
c) Sumber dana penyertaan modal; dan
d) Hasil penyertaan rr.rodal.

Surplus/ Defisit APBDesa:
a. Surplus atau defisit APBDesa adaiah selisih antara anggaran pendapatan

Desa dengan anggaran belanja Desa.
b. Dalam hal diperkirakan APB Desa surplus, pembangunan surplus

diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang
Pemberdayaan Masyarakata Desa.

c. Dalam hal APB Desa diperkirakan defidit, Pemerintah Desa menetapkan
penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebutyang bersumber
dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan,
dan/atau hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Teknis Penyusunan APB Desa
Daiam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa dan
BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah penetapan APBD

Kabupaten Karo yaitu seiambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2O2l;
2. Tahapan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2A22 adalah sebagai berikut:

No Uraian Waktu Pihak Terkait
1 2 3 4

1 BPD menyelenggarakan
Musyanvarah Desa untuk
Penyusunan RKP Desa dengan
rnelakukan Pencermatan
terhadap RPJM I)esa, Pagu
indikatif Dana Desa, ADD dan
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan
Program/ Kegiatan Pembangunan
Desa yang dibiayai oleh APBD
Kabupaten, APBD Provinsi
dan/atau APBN

JuIi 2021 BPD, Kepala
Desa, Unsur
Masyarakat
(Tokoh
Masyarakat,
Tokoh Agama,
Kelompok PKK,
Gapoktan dan
lain-lain)

ff"



BPD, KePaIa

Desa, Unsur
Masyarakat

September
2021

H*tl M"-Yawarah Desa disusun

menjadi RKP Desa dan dibahas

dalam MusYawarah Perencanaan

Pembangunan Desa
Sekdes, Para Kaur
dan Para Kasi

Oktober
2021

Berdasarkan RKP

telah dibahas dalam
Desa maka

Desa Yartg
Musrenbang

disusunlah

Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa TA2O22'
Sekdes dan
Kepala Desa

Oktober
202L

R"""""g"" Peraturan Desa

tentang APB Desa TA 2022 Yang

telah disusun oleh Sekretaris

Desa disamPaikan kePada KePala

Desa untuk diPeriksa dan

t<epafa Desa dan
KedlaEsa menyerahkan

Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa TA 2022

kepada BPD untuk dibahas
BPD dan Anggota
BPD

Oktober
2021

gPD rnelaksanakan Pemtrahasan
secara inter:nal atas Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa

TA 2022 Yang disamPaikan

Kepala Desa d"@f3PtEIB ePn dan
Pemerintah Desa

Oktober
2A21

gPD-mengunAang KePala Desa

untuk melaksanakan

musyawarah Pembahasan
bersama dan menandatangani

Berita Acara KesePakatan

Bersama atas Rancangan

Peraturan APB Desa TL2O22'
Kepala Desa,

Sekdes, Para Kaur
dean Para Kasi

Minggu ke I
Nopember
2021,

S"telah Rancangan Peraturan

Desa tentang APB Desa Th'2O21

disepakati, KePala Desa

menugaskan .Sekretaris Desa

untuk mengkoordinasikan
penyusunan Rancangan

Peraturan KePaia Desa tentang

Penjabaran APB Dfg:1fA J9?1
Kepala Desa danMinggu ke II

Nopember
202L

ffiraturan Desa

tentang APB Desa TA 2022 Yang

telah disePakati bersama antara

BPD dan Pemerintah Desa

diajukan oleh KePala Desa

kepada Camat urntuk dievaluasi,

dengan dilengkaPi dokumen
paling sedikit meliPuti:
1) surat Pengantar;
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rallcangan Peraturan KePala

Desa tentang Penjabaran APB

Desa TA'2O22;
peraturan Desa mengenai RKP

Desa Tahun 2O22;

peraturan Desa mengenal

k"*"rr.rgan berdasarkan hak

asal usul dan kewenangan

lokal berskala Desa;

5) peraturan Desa mengenai

pembentukan clana cadangan'

jika tersedia;
6) peraturan Desa mengenal

penYertaan moda1, jika

tersedia; dan
7) berita acara hasil musYawarah

BPD dan kesePakatan

pembahasan Rancangan

Peraturan Desa tentang APB

Desa TA 2022.
Camat dan TimPaling lama

20 (dua
puluh) hari
kerja
terhitung
sejak
diterimanYa
rancangan
dimaksud

tvtasa--eraluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa

TA.2O22 oleh Camat, daPat

mengundang KePala Desa

dan/atau Perangkat Desa terkait

pelaksanaan evaluasi' Hasil

evaluasi Rancangan Peraturan

Desa tentang APB Desa TA 2022

dituangkan dalam KePutusan

Camat.
Dalam hal Camat tidak

memberikan hasil evaluasi dalam

batas waktu, Rancangan

Peraturan Desa dimaksud

berlaku dengan sendirinYa gPO dan KePalaDesember
2A2L

ffiasitidak
sesuai clengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan
y*.tg lebih tinggi, kePentingan

umum, RKP Desa, KePala Desa

bersama BPD melakukan

penyempunlaan Paling larna 2O

iar* puluh) hari kerja sejak

diterimanYa hasil evaluasi
ePD aan KePalaMinggu ke I

s/d III
Desember
202L

Penetapan Rancangan Peraturan

Desa tentang APB Desa oleh

Kepala Desa dan Ketua BPD

,.pu.Uit* hasil evaluasi telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Yang iehih
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tinggr, kepentingan umum, dan
RKP Desa.

11 Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa yar.g telah
dievaluasi ditetapkan oleh Kepala
Desa menjadi Peraturan Desa
tentang APB Desa dan
menetapkan Rancangan
Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa TA2A22

Paling
lambat 31
Desember
202L

Kepala Desa

12 Kepaia Desa menyampaikan
Peraturan Desa tentang APB Desa

dan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa
kepada Bupati cq. Kepala Dinas
PMD Kabupaten Karo melalui
Camat paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah ditetapkan

Januari
2422

Kepala Desa dan
Camat

3. Kepala. Desa menugaskan para Kepala Seksi dan Kepala Urusan untuk
menyusun rancangan DPA yang terdiri dari Rancangan Kegiatan dan

Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rancan"gan Anggaran

Biaya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB

Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan Rancangan DPA

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paiing lama 6 (enam) hari
kerja setelah penugasan.
Sekretaris Desa meiakukan verilikasi rancangan DPA paling lama i5 (lima

belas) hari kerja sejak Kepala Seksi dan Kepala Urusan menyerahkan
rancangan DPA.
Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh

Sekretaris Desa.
Kepala urusan Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang

telah disetujui Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan verifikasi
terhadap rancangan RAK Desa yang di4jukan oleh Kepala Urusan
Keuangan. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah
diverifikasi Sekretaris Desa.

V. Teknis Evaluasi Rancangan APBDesa:
1. Sasaran peiaksanaan evaluasi, yaitu:

a. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan

kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan Desa

tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan

APB Desa.

A.t,

5.

6.

7.
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b. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi
dan materi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan
rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

2. Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:
a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan

informasi terkait dokumen pendukung dalam pennyusunan rancangan
peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa;

b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang
melandasi penyusunan rancangait Peraturan Desa dimaksud;

c. Aspek keb{jakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan
materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3. Persiapan evaluasi:
a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan

evaluasi, yaitu:
1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa ditetapkan dengan Surat

Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Peiaksana Evaluasi
APB Desa, dengan susunan sebagai berikut:
a) Ketua : Camat
b) Sekretaris : Sekretaris KecamatanlKepala Seksi
c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan

2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang
memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk
melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa

dan rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

4. Dokumen Evaluasi:
a. Dokumen Utama:

1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desayang telah disepakati
bersama BPD; dan/atau

2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yan'g teiah
disepakati bersama BPD.

b. Dokumen Penunjang (alat verifikasi):
1) Disampaikan oleh Desa:

a) Keputusan BPD dalam Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desa), dituangkan dalam berita
acara ha-sil musyawarah BPD; atau

b) Keputusan musyarawah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa {untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa)

dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah BPD;

c) Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJM Desa);

d) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2O22;

e) Dokumen yang relevan (misal, perdes tentang pembentukan dana
cadangan, perdes tentang pendirian BUM Desa, perdes tentang
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Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal

Berskala Desa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUM

Des, dan lain-lain)'
2) DisiaPkan oleh Tim Evaluasi:

a}PeraturanBupatitentangPengeloiaanKeuanganDesa;
b) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak

asal-usul dan lokal berskala Desa;

c) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

d) Keputusan Bupati tentang standar satuan Harga Barang dan

Jasa Pemerintah Kabupaten Karo semester satu Tahun 2422;

e) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa;

Il Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

5. Pelaksanaan Evaluasi:
proses evaluasi diiaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dokumen,

evaluasi administrasi dan legalitas, yaitu meneliti beberapa hal sebagai

berikut:
u Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

2) Kepatuhan atas peny4jian informasi dalam rancangan peraturan yang

akan dievaluasi;
Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan

peraturan yang akan dievaluasi; dan

Rancangan peraturan yang akan d.ievaluasi dengan teknis

penyusunan Peraturan Desa.

3)

4l

1. Langkah-langkah eval

1) Langkah 1

2) Langkah 2

3) Langkah 3

4\ Langkah 4

5) Langkah 5

uasi:
Pengumpulan Dokumen Evaluasi;

Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan

lampiran semuadokumen;
Penelitian dan penganalisaan nomor'

tangge.i dan kelengkapan lampiran semua

dokumen;
Pembandingan tanggal penyampaian semua

dokumen dengan ketentuan Yang berlaku

tentang batas waktr.L penyarnpaian d'okumen;

Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah

1 s/d 4.

Jika dari hasit pemeriksaan kelengkapan d.okumen tidak terpenuhi

sesuai ketentuan, Tim evaluasi. meminta kepada Pemerintah Desa untuk

melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah

dokumen diterima secara lengkaP'

2. Hasil Evaluasi:
Setelah selesai melaksanakan evaluaSi Rancangan Peraturan tentang

APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB

Desa, Tim Evaluasi menyusull. laporan hasil evaluasi yang dituangkan

dalam Keputusan Camat. Laporan hasil eva-luasi di maksudkan untuk

menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa
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tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

APBDesasebagaiumpanbalikkepadapemerintahDesauntuk
melakukanpenyempurTlaanataupersetujuaanterhadapRancangan
peraturan Desa tentang ApB Desa ataU Rancangan Peraturan Desa

tentang perubahan ApB Desa. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut

secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

a.Evaluasiatausyst,emAPBDesaatauperubahanAPBDesa;dan
b.EvaluasiatassubstansiAPBDesaatauPerubahanAPBDesa.

LaporanhasilevaluasiRancanganPeraturanDesatentangAPBDesa
atauRancanganPeraturanDesatentangPerubahanAPBDesa
didistribusikan kePada:

a.KepalaDinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaKabupaten
Karo; dan

b. InsPektur KabuPaten Karo'

VI. Ha1-Hal Khusus:
1. Bidang, sub Bidang dan kegiatan serta klasifikasi ekonomi APB Desa TA

2oz2mengikutiketentuanP'eraturanNlenteriDalamNegeriNomor2o
Tahun 2O1B tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati

Karo Nomor 14 Tahun zotg tentang Pengelolaan Keuangan Desa'

2.PerencanaanpenganggaranpadaAPBDesaterhad.appembangunanfisik
yangmemerlukanpere,,"*,,u.*,teknisSecaraspesifikdanmemerlukan
keahlian khusus agar dapat dikoord'inasikan dan dikonsultasikan dengan

organisasi perangkat daerah terkait'

3.DalampelaksanaankegiatanpadaAPBDesad'iutamakandilakukan
d engan swakelola, dengai, maksimaikan penggunaan material / bahan dari

wilayahsetempat,dilaksanakanSecarapadatkaryatunaidengan
melibatkanpartisipasimasyarakatuntukmemperluaskesempatankeda
dan pemberdayaan masyarakat setempat'

4. Perencanaan penganggaran untuk kegiata'n

pembangunan / peningkatan-/ r"t'*ritt"si fisik berupa belanj a modal yang

menyebabkan penambah anf terbentuknya aset Desa agar dipastikan

bahwa pembangunannya di atas aset Desa'

S.Perencanaanpenganggaranperjaianandinase|gffberpedomanpada
PeraturanBupatitentangp"4*t""^"dinasdilingkunganpemerintahan
Desa.

6. Standar satuan harga barang dan jasa agar merujuk pada Keputusan

BupatitentangStandarSattranHargaB*.u",,gdanJasaPemerinta}r
KabupatenKaroSemesterSatuTahun2022.Apabilaadajenis
baranglja'sapadastandarhargaKabupatentidakbisadilaksanakandi
Desa,makadapatdilakukansurveihargadiDesasebagaidasarpenetapan
standarhargadiDesasertadiaturdanditetapkarrdenganPeraturan
KePala Desa'

T.DalamhalpenetapanhasiievaluasiRancanganPeraturanDesatentarrg
APBDesa,Camatdapatberkoordinasid'enganBupatiKaroc/qBagian
Pemerintahan SetdaKab' Karo' -r- -^.:r^^1- r.^+i

g. Dalam hal pemerintah clesa mempunyai kewajiban pada pihak ketiga

terkait d"engan pekerjaan yarLg telah selesai atau sebahagian telah

dilaksanakan pad,a tahun anggaran 2O2l maka penyelesaian pembayaran

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
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a.MenyampaikanLaporanPertanggungjawabanRealisasiPelaksanaa]1
ApB Desa Tahun a.rgg*r.r, zO;L berdasarkan sumber clana seperti

DanaDesa,Alokasil)anaDesadanDanaBagiHasilPajakdan
RetribusiDaeraht<epadaBupatiKaroc/qDPMDuntukditeruskan
ke InsPektorat;

b.PenghitunganslLPAharusberdasarkanperhitunganyangcermat
dan rasional oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan perkiraan

realisasianggarantahunza2ldandalamrangkamenghindari
kemungkinanadanyapengelua.ranpadaTahunAnggaran2022yang
tidak dapat didanai .HUu.t tidak tercapainya SILPA yang

direncanakan;
c. Berdasarkan PeraturalL Desa tentang Laporan Pertanggungiawaban

RealisasiPelaksanaanAPBDesaTahun2o2LmakaKepalaDesa
menetapkanPeraturanDesatentangAPBDesaTahun2022dan
PeraturanKepalaDesatentangPenjabaranAPBDesaTahun2a22
yang *"*lrrf kewajiban pada pfr"r. r.",iga terkait dengan pekerjaan

yangtelahselesaiatausebahagiantelahdilaksanakanpadatahun
anggaransebelumnyad.ianggarkankembalipadaakunbeianjapada
ApB Des a 2o22 sesuai ;-"-*, kode rekening berkenaan dan sesuai

dengan RKP Desa;

d. Lanjutan pekerjaan vang belum selesai pada tahun ""I1T1?:'?:'
dapat d.ianggarkan kenibali pada APB Desa Tahun 2022 sesual

dengan program kegiatan pada RKP Desa'

g. Pemutakhiran n"t" Terpadu Kesejahteraall sosial (DTKS) atau yarLg

sebelumnya Basis Data Terpadur (BDT) Program Penanggulangan Fakir

MiskindilakukanberjenjarrgmelaluiDesSsampaiPemerintahPusat.
untuk itu Kepala Desa *g*:, ,rr"ngalokasikan anggaran pemutakhiran

DTKS dengan berkoordinasi ke Dinas sosial Kabupaten Karo melalui

Camat.
1o. Informasi mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022

diinformasikan pada masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan

kantorDesadantempat-tempatstrategisiainnyadiDesa,sehingga
diketahuisecaraluasolehmasyarakatDesa.

ll.KegiatanpelatihanMasyarakat,pelatihanPerangkatDesa,pelatihan
LembagaAdatDesadanpenyuluhandapatdilaksanakanditingkatDesa
dandapatdilaksanakanditingkatKecamatandenganmembentukPanitia
PelaksanayangditetapkandenganKeputusanCamatberdasarkanhasil
Musyawarah A;tar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan

kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)' Narasumber kegiatan pelatihan

masyarakat,perangkatDesadarrpenyuluhanadalahSeseoran,gtela.tt
memperolehsertifikasiTrainingofTrainer,Pejabatstrukturalsesuai
bidang tugasnya, dari t<alangan f,refesional dan dari kalangan akademisi'

12. Kepala Desa mengalokasikair anggaran desa untuk mendukung kegiatan

percepatanPenurunanStuntingdiDesasesuaiPeraturanBupatiKaro
Nomor34Tahun2a2|tentan.gPeranDesad.alamlntervensiPenurunan
S tuntin g Terinte grasi'

13. Mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

TPPRG) dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa'
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14. I(epaia Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak agar

menganggarkan braya Penyusunan RPJMDes Tahun 2O22-2027 '

15. Kepala Desa Mengalokasikan Anggaran Desa untuk inovasi desa dalam

rangkameningkatkankesejahteraanmasyarakatdanpercepatan
pembangunanndidesamelaluiprogram-programunggulandanadesa,
berd.asarkanund.ang.undangNomor6Tahun2al4tentangPenggunaan
DanaDesa,khusunyaterkaitpelaksanaallprograminovasidesadan
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal' dan

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri

DesaNomor48tahun2o|stentangPedomanUmumlnovasiDesa.
16. Pembangunan jalan usaha untuk memperlancar akses menuju sentra-

sentra procluksi pertanian agar menjadi prioritas pembangunan desa'

peir{<A'no,

CORY


